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PENUTUP 

BAB III 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten 

Sintang, Kecamatan Tempunak, Desa Balai Harapan pada tahun 2021 telah 

berjalan sesuai dengan pelaksanaan serta tahapan-tahapan yang telah di atur  

dalam Peraturan Menteri no 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap namun ada beberapa hambatan secara teknis, hambatan 

secara teknis sehingga sedikit terhambat dan memakan waktu yang cukup 

banyak seperti kurangnya sumber daya manusia yang berada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sintang tidak sebanding dengan target penerbitan 

sebanyak 13.798 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) sertipikat, 

pelaksanaan pengukuran banyak masyarakat yang memasang tanda batas 

tanahnya tidak massif, sehingga menyulitkan Satgas Fisik dalam melakukan 

pengukuran dan penyerahan sertipikit Hak Milik atas Tanah terdapat kendala 

yang dihadapi oleh peserta PTSL karena kurangnya informasi mengenai 

persyaratan untuk penyerahan sertipikat kepada pihak yang bersangkutan. 

Solusi dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sintang, Kecamatan 

Tempunak, Desa Balai Harapan pada tahun 2021. Kantor Badan Pertanahan 

Kabupaten Sintang sepakat untuk menambah jam kerja serta tetap datang kerja 
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pada weekend, dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengukuran Satgas Fisik 

membantu masyarakat untuk memasang tanda batas tanahnya secara massif 

serta saat ini Kementerian ART/BPN membuat program Gerakan Masyarakat 

Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang bertujuan untuk 

mempermudah dalam pengukuran tanah dan solusi dalam penyerahan sertipikat 

Hak Milik atas Tanah bahwa perserta PTSL yang tidak membawa KTP asli dan 

Surat Kuasa bagi yang diwakilkan harus pulang kembali untuk mengambil 

identitas agar dapat mengambil sertipikat. Bagi peserta PTSL yang dikuasakan 

dan tidak mempersiapkan Surat Kuasa harus membuat Surat kuasa terlebih dulu 

dan sertipikat diberikan kepada Kepala Desa Balai Harapan kemudian, Setelah 

adannya surat kuasa maka pemilik tanah peserta PTSL dapat menemui Kepala 

Desa Balai Harapan untuk mengambil sertipikat Hak Milik tersebut. 

B. Saran 

Kantor ATR/BPN Kabupaten Sintang dapat lebih memperhatikan 

ketersedian sumber daya manusia dengan target penerbitan sertipikat setiap 

tahunnya. Serta Para perangkat Desa/Kelurahan diharapkan dapat memberikan 

informasi secara menyeluruh kepada masyarakat desar agar seluruh masyarakat 

dapat memahami betul mengenai persyaratan Pendaftaran Sistematis 

Lengkap.dan bagi para pemilik tanah diwajibkan dapat melaksanakan program 

PTSL dengan memenuhi persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

yang di berikan oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Sintang. 
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